
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 671/1O1 TAHUN 20,t8

TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK

ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN BERASAL DARI
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

Mengingat : 1.

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat(4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun
201 1 tentang pajak penerangan Jala'n, Walikota perlu
menetapkan Harga Satuan Listrik atas penggunaan

]9naga Listrik yang bukan berasal dari perusahaan
Listrik Negara (pLN);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarangtentang Penetapan Harga Satuan Listrik atas
Penggunaan Tenaga Listrik yang Bukan Berasal dari
Perusahaan Listrik Negara (pLN). -

Undang-Undang Nomor l6 Tahun lgS0 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang
KeyanSln Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor q7, Tambihan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42g6);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran t,t.g".a
Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);*
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 7992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,
Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 12 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52811:' * ,
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Ta}lwn 2Ol2 Nomor 44);
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2Ol3 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarans Tahun 2011 Nomor
s4);
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan l,embaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1 l4).

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA
SATUAN LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG BUKAN BERASAL DARI PERUSAI{{{I\ LISTRIK
NEGARA (PLN).

Menetapkan Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga
Listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara
(PLNI E
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Menetapkan :

KESATU



KEDUA

KETIGA

Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU menghikuti Harga Satuan Listrik yang ditetapkan
oleh Perusahaan Listrik Negara (pLN) yang berl"aku di Kota
Semarang.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

HENDRAR PRIHADI
v

SALINAN disampaikan kepada yth :

1.

4.

6.
7.
8. Kepala Basian Hukum Setda Kota Semaranq.

Wakil Walikota Semarang;
Sekretaris Daerah Kota Semarang;
Asisten Administrasi pemerintahan Sekda Kota Semarang;
Inspektur Kota Semarang;
Kepala 

_Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota S6marano:
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